
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG ALAT UKUR
TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa masyarakat produsen dan konsumen perlu
mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam
melakukan kegiatan perdagangan, dimana pelayanan
kemetrologian menjadi bagian dari kegiatan perdagangan
tersebut guna terciptanya perdagangan yang sehat dan adil;

b. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan
produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran
atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP), maka perlu diadakan pembinaan
kemetrologian berupa pelayanan tera atau tera ulang,
kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk
dipakai;

c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan maka
terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi
atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang alat ukur
takar timbang dan perlengkapannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Rteribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049)

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
Dan Pembebasan Untuk DiTera Dan Atau DiTera Ulang
Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3283):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Nagara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat – Alat Ukur, Takar,
Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera
dan tera ulang.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Keuangan Daerah Tahun
2007 Nomor 32 );
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA / TERA ULANG ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

6. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian,
pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

7. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas
jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.

8. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya,
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang
dipergunakan di bidang kemetrologian.

9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas atau penakaran .

11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai
bagi pengukuran massa atau penimbangan.
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12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau
dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur,
takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran,
penakaran dan penimbangan.

13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah
atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera
batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil
pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai,
sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda
tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau
memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau
tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang
telah ditera.

15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran
konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur
dengan membandingkan dengan standar ukuran yang
mampu telusaur ke standar Nasional dan internasional
untuk Satuan ukuran.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutny
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar
penghiyungan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan
besarnya jumlah retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang
terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutny disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau
tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh
wajib retribusi.

23. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang
sebenarnya atau mencocokan atau melakukan perbaikan
ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau
diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.


